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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok tahun 2017-2021 dilihat dari
: (1) Rasio Derajat Desentralisasi (2) Rasio Kemandirian (3) Rasio Efektivitas (4)
Rasio Efisiensi dan (5) Rasio Ketergantungan.Terdapat permasalahan yaitu: 1)
Pendapatan daerah belum sesuai dengan target anggaran 2) Rendahnya
kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan
total penerimaan daerah.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan
data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok tahun 2017-
2021 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten
Solok ditinjau dari: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten
Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 6,82% dengan kriteria
penilaian Sangat Kurang.(2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Solok dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 7,66% dengan kriteria
penilaian Rendah Sekali.(3) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Solok
dari tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 97,62% dengan kriteria
penilaian Tidak Efektif.(4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari
tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 87,12% dengan kriteria penilaian
Cukup Efisien.(5) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dari
tahun 2017-2021 yang memiliki rata-rata sebesar 82,94% dengan kriteria penilaian
Sangat Tinggi.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio

Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ketergantungan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang
yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintah dan UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan
Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan
telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol bagi
pemerintah dibandingkan dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya UU
Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung
jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam
mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah (Dora, 2017).

Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem
hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun
2004. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk
menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu
mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan
pemerataan dan Kkeadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang
dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu keberhasilan dalam praktek

otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemerintah Daerah dalam berupaya



melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum (Susilawati et al,
2018).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat
pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya
yang meliputi  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban. Mardiasmo mengemukakan acuan dalam suatu sistem
pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu
pada kepentingan publik. Abdul Halim mengatakan bahwa membicarakan
pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD yang
dilaksanakan setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, harus dikelola dengan
baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pada setiap akhir tahun pemerintah daerah akan membuat laporan
keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 Pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan  untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, menilai kondisi keuangan,, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Kkinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan,
diantaranya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas

pemerintah  daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan



menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan
yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis,
efektif, dan efisien. Pengukuran Kkinerja keuangan dapat dilakukan dengan
beberapa cara, diantaranya menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan,
pengukuran balanced scorecard, dan pengukuran value for money (Munandar,
2017).

Kinerja (performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas
selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan
pekerjaan(Tunggal, 1994). Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu
sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilakukan atas
hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil
kerja bidang keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja
daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Pengukuran kinerja tersebut dapat berupa keuangan yang terbentuk dari sistem
laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Sari,2016)

Analisis laporan keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk
mengetahui  kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci
(Mahmudi, 2016:89). Mahmudi (2016:13) mengungkapkan bahwa tidak
semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu
dengan analisis laporan keuangan dengan menerjemahkan informasi laporan

keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana



cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam
laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta
mengetahui kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik
tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) diantaranya yang dapat digunakan yaitu, analisis derajat
desentralisasi, analisis kemandirian,analisis efektifitas, analisis efisiensi dan
analisis ketergantungan.

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD dengan total
penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi
kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
desentralisasi(Mahmudi, 2010). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal,
semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah
ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal yaitu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi (Halim, 2012).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh pemerintah
daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, kemudian
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang
dimiliki  daerah  (Mardiasmo,2013). Rasio Effisiensi menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima (Mahsun,2013). Rasio
Ketergantungan menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah

daerah terhadap pemerintah pusat. (Mahmudi.2016).



Berikut pendapatan daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Solok Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Persentase
2017 Rp 1.174.654.996.220,00 | Rp 1.144.553.785.047,73 97,44%
2018 Rp 1.203.924.288.807,00 | Rp 1.163.604.738.667,08 96,67%
2019 Rp 1.282.592.257.180,29 | Rp 1.254.704.484.574,82 97,81%
2020 Rp 1.221.792.650.267,00 | Rp 1.139.147.681.879,33 93,28%
2021 Rp 1.231.792.650.267,00 | Rp 1.216.306.520.994,31 98,78%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Sumatera Barat(2022)

Berdasarkan data di atas jumlah pendapatan pemerintah daerah Kabupaten
Solok yang dianggarkan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan,
sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan begitupun
dengan realisasi pendapatan juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan
persentase, realisasi pendapatan secara keseluruhan belum mencapai target yang
dianggarkan. Dapat dilihat realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 97,44%
dari pendapatan yang dianggarkan selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 96,67%,
tahun 2019 sebesar 97,81%, tahun 2020 sebesar 93,28% dan pada tahun 2021
hampir mencapai target pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar 98,78%.

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan terjadinya fluktuasi pada
pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Solok, tetapi keseluruhan data pada
tabel tersebut belum mampu menjelaskan apakah realisasi dan anggaran pada
pemerintahan tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Penilaian
kinerja dinilai berdasarkan rasio, apakah sudah termasuk rasio yang dikategorikan

sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui
bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran menggunakanan analisis dari rasio derajat desentralisasi, rasio
kemandirian, rasio efektivitas,rasio efisiensi,dan rasio ketergantungan. Oleh
karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017-2021".

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat
didefinisikan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-
2021 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi ?

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-
2021 diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian ?

3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-
2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas ?

4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-
2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi ?

5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2017-
2021 diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut :



1. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok
pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat
Desentralisasi.

2. Untuk menganalisis tingkat Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten Solok pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan
Rasio Kemandirian.

3. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok
pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas.

4. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok
pada tahun 2017-2021 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi.

5. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Solok
pada tahun 2017-2021 diukur  dengan menggunakan Rasio
Ketergantungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi

maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang derajat desentralisasi dan
ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk
membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang
sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah



Sebagai tambahan referensi dalam menganalisis derajat desentralisa si
dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan
masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber
pendapatan asli daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan
pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif
demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten Solok dengan menggunakan beberapa
rasio.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa
kesimpulan yang diambil atau dikemukakan, antara lain:

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai
berdasarkan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2017-2021, rata-ratanya
ialah 6,82% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Solok masih
sangat kurang dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan daerah
masih sangat bergantung pada pendapatan eksternal (Pemerintah Pusat dan
Provinsi).

2. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai
berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017-2021, rata-
ratanya adalah 7,66% dan dikategorikan daerah dengan kemampuan
keuangan yang rendah sekali, dimana peran pemerintah pusat lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

3. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai
berdasarkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021,
rata-ratanya adalah 97,62% dan dikategorikan daerah dengan kemampuan
keuangan yang tidak efektif karena kinerja Pemerintah Kabupaten Solok

dalam mencapai target(anggaran) Pendapatan Asli Daerah tidak efektif.
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4. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai

berdasarkan rasio effisiensi keuangan daerah dari tahun 2017-2021, rata-
ratanya adalah 87,12% dan dikategorikan daerah dengan kategori cukup
effisien karena belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia.

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok jika dinilai
berdasarkan Perhitungan rasio ketergantungan rata-ratanya adalah 82,94%

dan dikategorikan sangat tinggi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat

dikemukakan beberapa saran yang berkenaan dengan rasio-rasio kinerja keuangan

yang mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah

sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan mampu mengupayakan
peningkatan dan penggalian Pendapatan Asli Daerah serta pendapatan yang
lain untuk memaksimalkan pendapatan daerah, agar target pendapatan yang
sudah dianggarkan dapat terealisasikan dengan sempurna, sehingga tidak
ketergantungan terhadap bantuan sumber dana luar atau eksternal yang
berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

Pengoptimalan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok dapat
dilakukan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak dan retribusi
daerah. Pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sumber-
sumber yang berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli

Daerah, yang dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
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dan retribusi daerah sehingga teroptimalkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok sebaiknya lebih adil dan profesional dalam
mengalokasikan belanja. Dengan cara mengurangi belanja operasional dan
meningkatkan belanja modal serta meningkatkan sarana dan prasarana
umum untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Solok dan diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperpanjang masa waktu
penelitian dan menggunakan rasio serta variabel yang lebih banyak, serta
ruang lingkup yang lebih luas lagi agar mampu menunjukkan keadaan

keuangan daerah yang sebenarnya.
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